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ABSTRAK 
 
Ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah di Indonesia menyebabkan sebagian besar 
rakyat hidup dalam kondisi pra-sejahtera, karena mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber 
ekonomi. Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria 
disambut baik oleh pemerhati hukum agrarian dan masyarakat luas. Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana perkembangan regulasi mengenai reforma agraria di Indonesia, dan apakah 
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan 
sejahtera dan adil bagi rakyat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian 
hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan 
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penguasa telah 
melaksanakan reforma agraria sesuai jamannya, baik pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa 
Orde Reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah diberlakukan Peraturan 
Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menekankan pada penataan asset, 
penataan akses, dan penyelesaian sengketa tanah. Implementasi Peraturan Presiden ini telah 
diterapkan di beberapa daerah, antara lain dalam bentuk pendaftaran tanah sistematik lengkap, 
redistribusi tanah, perhutani sosial, pembangunan infrastruktur, bimbingan teknis pertanian, maupun 
kemudahan mendapat kredit perbankan. Hal tersebut memberi harapan sejahtera dan adil bagi 
rakyat, namun dalam kegiatan redistribusi tanah, ditemukan keganjilan karena subyek reforma 
agraria bukan hanya perorangan Warga Negara Indonesia, melainkan dalam Peraturan Presiden 
tersebut disebutkan pula bahwa perseroan terbatas, koperasi dan yayasan dapat menjadi subyek 
tanah obyek reforma agraria. Ketentuan ini dapat mengurangi terwujudnya kesejahteraan dan 
keadilan bagi rakyat dalam kaitannya dengan penguasaan tanah. 
Kata kunci: Reforma Agraria, Sejahtera, Keadilan.  
 
 
I. PENDAHULUAN 
 Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan 
alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Upaya untuk mewujudkan kemakmuran 
rakyat itu terlihat dari adanya regulasi yang intinya meningkatkan kemakmuran rakyat. Di bidang pertanahan, pada 
masa Orde Lama ditetapkan Agrarian Reform Indonesia meliputi lima program, yaitu pembaharuan hukum agraria, 
penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-
angsur, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan 
pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, dan perencanaan persediaan dan 
peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, 
sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.  
 Pada masa Orde Baru, upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang pertanahan dilakukan dengan melaksanakan 
landreform secara terbatas, melalui program transmigrasi penduduk ke daerah, sekaligus program pengembangan 
Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Prioritas pengembangan bagi pemukiman transmigrasi adalah daerah yang 
mempunyai nilai aksesibilitas yang cukup tinggi. Sedangkan pada masa Orde Reformasi, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria 
dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Amanat Tap MPR tersebut intinya menugaskan pemerintah melaksanakan 
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan 
memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan 
sumber daya alam. Sebagai upaya melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, pada tahun 2007 Presiden menegaskan 
dilaksanakannya reforma agraria untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditindaklanjuti dengan 
dilaksanakannya Uji Coba Reforma Agraria di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang, 
Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Solo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. 
Pelaksanaan uji coba reforma agraria tersebut menghasilkan pemikiran bahwa reforma agraria tidak hanya 
melaksanakan landreform, tetapi yang terpenting adalah membuka akses reform bagi masyarakat. Di Era Presiden 
Joko Widodo, ditetapkanlah target program reforma agraria melalui dua skema, yaitu melalui legislasi dan 
redistribusi tanah seluas 9 juta hektar, dan melalui pelaksanaan program perhutani sosial seluas 12,7 hektar. Untuk 
mempercepat pelaksanaan reforma agraria, diberlakukanlah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang 
Reforma Agraria sejak tanggal 24 September 2018. 
 
II. PERMASALAHAN 
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas adalah: 
a. Bagaimana perkembangan regulasi mengenai reforma agraria di Indonesia? 
b. Apakah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan sejahtera 
dan adil bagi rakyat Indonesia? 
 
III.METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan mengutamakan penggunaan data sekunder 
meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang 
diperoleh dianalisis secara kualitatif. 
 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Perkembangan Regulasi Mengenai Reforma Agraria Di Indonesia. 
 Reforma agraria setelah kemerdekaan ditegaskan dalam Agrarian Reform Indonesia dengan tujuan mewujudkan 
kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Untuk mewujudkan amanat 
Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 tersebut diundangkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Dasar 
Pokok Agraria. UU yang populer dengan sebutan UUPA tersebut mengatur berbagai hak penguasaan atas tanah. 
Selanjutnya diberlakukanlah UU No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang intinya 
adalah pemerintah melaksanakan program landreform dengan orientasi meningkatkan tingkat penghasilan petani. 
Ada 6 program yang dilaksanakan yaitu larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas luas maksimum, 
larangan menguasai tanah secara absentee, redistribusi tanah yang melampaui batas luas maksimum, tanah absentee, 
tanah negara, penetapan pengembalian gadai tanah pertanian, perjanjian bagi hasil tanah pertanian, serta larangan 
melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan penguasaan tanahnya menjadi kecil. Menindak-lanjuti UU 
tersebut, pada masa Orde Baru, diterbitkan PP No 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai 
(Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri. PP ini diberlakukan sebagai pengecualian ketentuan larangan 
absentee bagi pensiunan pegawai negeri. Pelaksanaan program landreform di masa Orde Baru dilakukan bersamaan 
dengan pelaksanaan transmigrasi. Berawal dari diundangkannya UU No 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Transmigrasi yang kemudian diubah dengan UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi 
dilaksanakan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di 
wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi. Sesungguhnya landreform tidak sama 
dengan transmigrasi, sekalipun tujuan keduanya adalah meningkatkan kesejahteraan. Praktis dalam perjalanan Orde 
Baru, pelaksanaan landreform sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani tidak maksimal. Setelah Orde Baru 
berakhir, di masa Era Reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan Ketetapan MPR RI No 
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu arah kebijakan 
pembaruan agraria dalam Tap MPR tersebut adalah melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan mempertahankan kepemilikan tanah 
untuk rakyat. Selanjutnya dalam arah tersebut perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan 
registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam 
rangka pelaksanaan landreform. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dilaksanakanlah 
Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), sebagai landreform plus artinya landreform untuk mewujudkan 
keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, lalu ditambah dengan access reform 
sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Dewasa ini pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi diberlakukanlah 
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 
 
B. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dapat memberi harapan sejahtera 
dan adil bagi rakyat Indonesia 
1. Substansi Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria: 
 Mengingat bahwa tanah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia yang pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara guna sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, maka pemerintah menyadari perlunya mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu 
dilakukan pengaturan tentang pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan 
kesejahteraan rakyat. Pada momentum memperingati lahirnya UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Pokok Agraria yang ke 58, diberlakukanlah Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dalam 
Peraturan Presiden itu dirumuskan bahwa Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, 
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai Penataan 
Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun tujuan reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan 
penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, 
menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi 
kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan 
pangan, dan memperbaiki serta menjaga kualitas lingkungan hidup. 
Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan: 
A. Penataan Aset: 
 Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam 
rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Menurut Pasal 6 Peraturan Presiden No 86 
Tahun 2018, penataan aset terdiri atas redistribusi tanah dan legalisasi aset. Redistribusi tanah memerlukan 
tersedianya obyek redistribusi tanah, dan kepastian subyek reforma agraria. Obyek redistribusi tanah adalah: 
1. Tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon 
pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; 
2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20 % 
dari luas bidang tanah hak guna usaha yang berubah menjadi hak guna bangunan karena perubahan peruntukan 
rencana tata ruang; 
3. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% dari luas tanah negara yang 
diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; 
4. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan 
yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria 
(TORA), meliputi: tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-ndangan 
menjadi TORA; dan tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan 
penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
5. Tanah negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui 
reforma agraria; 
6. Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria; 
7. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; 
8. Tanah timbul; 
9. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi: 
a) Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 
b) Tanah hasil konsolidasi yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria; 
c) Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi 
tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 
d) Tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat. 
10. Tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 
bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai obyek redistribusi. 
11. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan 
memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai obyek redistribusi tanah. 
 Redistribusi tanah diberikan kepada subyek reforma agraria yaitu orang perseorangan; kelompok masyarakat 
dengan hak kepemilikan bersama; atau badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud harus memenuhi kriteria 
sebagai berikut: a) Warga Negara Indonesia; b) berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c) 
bertempat tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah. 
Obyek redistribusi tanah untuk pertanian diredistribusi kepada subyek reforma agraria dengan luasan paling besar 5 
hektar sesuai dengan ketersediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), disertai dengan pemberian sertipikat hak 
milik atau hak kepemilikan bersama. 
 Orang perseorangan yang dapat menjadi subyek reforma agraria dirinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3) Perpres yaitu: 
a. Petani gurem yang memiliki luas tanah 0, 25 hektar atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah 
yang luasannya tidak lebih dari 2 hektar untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya; 
b. Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; 
c. Buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; 
d. Nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang 
tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling 
besar 10 (sepuluh) gross tonnage; 
e. Netradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional 
yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; 
f. Nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan; 
g. Pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-
hari; 
h. Penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan; 
i. Petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas 5 hektar, dan 
perebus garam; 
j. Penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman; 
k. Guru honorer yang belum berstatus pegawai negeri sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, 
atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah; 
l. Pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya 
didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah; 
m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah; 
n. Pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan 
modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak 
mempunyai legalitas formal, serta tidak memilik tanah; 
o. Pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah 
dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah; 
p. Pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
organisasi yang tidak memiliki tanah; 
q. Pegawai swasta dengan pendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki tanah; 
r. Pegawai negeri sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; 
s. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi 
Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau 
t. Pekerjaan lain yang ditetapkan Menteri. 
  
 Adapun kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama yang dapat menjadi subyek reforma agraria 
adalah gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta 
memenuhi persyaratan untuk diberikan obyek redistribusi tanah. Sedangkan badan hukum yang dapat menjadi 
subyek reforma agraria adalah Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subyek Reforma 
Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; Badan usaha milik desa. 
 
B. Penataan Akses 
 Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma 
agraria dalam rangka rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga 
pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan reforma agraria, penataan akses dilaksanakan dengan pola 
pemberian langsung oleh pemerintah, kerja sama antara masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik dengan 
badan hukum melalui program kemitraan yang berkeadilan; dan/atau kerja sama antara kelompok masyarakat yang 
memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum melalui program tanah dan penyertaan modal. Menurut 
Pasal 15 Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018, penataan akses meliputi: pemetaan sosial; peningkatan kapasitas 
kelembagaan; pendampingan usaha; peningkatan keterampilan; penggunaan teknologi tepat guna; diversifikasi 
usaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi akses pemasaran (offtaker); penguatan basis data dan informasi 
komoditas; dan/atau penyediaan infrastruktur pendukung. 
Penataan akses tersebut dilaksanakan dengan pola: 
a. Pemberian langsung oleh pemerintah; 
b. Kerja sama antara masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik dengan badan hukum melalui program 
kemitraan yang berkeadilan; dan/atau 
c. Kerja sama antara kelompok masyarakat yang memiliki hak kepemilikan bersama dengan badan hukum 
melalui program tanah sebagai penyertaan modal 
Penataan akses tersebut dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas 
Reforma Agraria. 
 
2. Implementasi Reforma Agraria setelah berlakunya Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 
 Sejak berlakunya Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018, pemerintah telah melaksanakan penataan aset dan 
penataan akses. Penataan aset yang telah dilaksanakan meliputi redistribusi tanah; atau legalisasi aset.  
 Pada akhir bulan Agustus 1917, redistribusi tanah yang telah dilaksanakan mencapai 245.097 bidang atau seluas 
187.036 hektar, dan telah diterima oleh 179.142 KK. Di lapangan ditemukan 4 kendala reforma agraria yaitu: 1) 
sulitnya mengukur antara rencana dan implementasi, 2) validitas data tanah belum terintegrasi antara Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup, 3) tidak seimbangnya political capacity di jajaran Menteri dan birokrasi, atas political will pada 
Kabinet Kerja, dan 4) belum populernya isu tentang reforma agraria di institusi pendidikan tinggi mengakibatkan 
minimnya kajian ilmiah dan ahli reforma agraria. Meski ada kendala yang dihadapi, pemerintah tetap melaksanakan 
redistribusi tanah. Pada tanggal 29 Oktober 2018, sebanyak 504 KK warga Desa Mangkit, Kecamatan Belang, 
Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara menerima sertipikat hak milik redistribusi tanah obyek 
reforma agraria dengan total luas tanah 444,46 hektar. Tanah yang dibagikan berasal dari tanah Hak Guna Usaha 
yang telah habis jangka waktunya dan tidak diperpanjang. Redistribusi tanah sekaligus pemberian sertipikat hak 
milik di Desa Mangkit merupakan kegiatan pokok reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan sekaligus upaya 
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Pelaksanaan redistribusi tanah di desa Mangkit setelah berlakunya 
Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 disambut baik oleh masyarakat yang menaruh harapan sejahtera dan adil di 
bidang pertanahan. Di daerah lainnya rakyat memperoleh kepastian hukum pemilikan tanah melalui program 
Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Sebagai bukti, warga Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan 
Barat telah menerima pembagian sertipikat hak atas tanah sebanyak 1.500 persil tanah.  Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sanggau pada tahun 2018 mentargetkan program PTSL 10.000 peta bidang, dilaksanakan di 9 kecamatan 
mencakup 31 desa, sedangkan untuk redistribusi tanah ditargetkan sebanyak 7.500 bidang tanah dilaksanakan di 10 
kecamatan mencakup 21 desa. Saat ini, Kabupaten Sanggau telah mencapai target 100 % pensertipikatan tanah 
melalui PTSL yaitu sebanyak 8450 sertipikat, dan redistribusi tanah mencapai 7.500 sertipikat. Tanah yang 
diredistribusikan berasal dari pelepasan kawasan hutan, ex Hak Guna Usaha yang habis jangka waktunya, tanah 
terlantar dan tanah negara. 
 Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan pemerintah, subyek reforma agraria peserta program PTSL atau 
penerima redistribusi tanah adalah perorangan warga desa letak tanah yang diredistribusikan. Namun penulis 
mempunyai kekhawatiran mengenai subyek reforma agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 86 
Tahun 2018 yaitu dimasukkannya koperasi, perseroan terbatas, dan koperasi sebagai subyek reforma agraria 
penerima tanah obyek reforma agraria. Hal ini kurang tepat, karena tujuan utama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 adalah kemakmuran rakyat, bukan untuk badan hukum sebagaimana 
perseroan terbatas, koperasi atau yayasan. Jika ketentuan tersebut dilaksanakan jelas akan mengurangi kesempatan 
perorangan yang jumlahnya banyak untuk memperoleh tanah obyek reforma agraria. Ini berarti harapan semula 
untuk sejahtera dan adil menjadi berkurang. 
 Mengacu pada pendapat Hans Kelsen bahwa hanya ada satu macam keadilan yaitu keadilan yang lahir dari 
hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif, maka Peraturan 
Presiden No 86 Tahun 2018 yang bertujuan mengurangi ketimpangan struktur penguasaan tanah untuk keadilan, dan 
untuk menciptakan sumber kesejahteraan, telah memberi harapan untuk sejahtera dan adil. Dikaitkan dengan 
pemikian John Rawls yang menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebajikan utama yang harus dipegang 
teguh, maka memperlakukan keadilan sebagai kebajikan utama, berarti memberi kesempatan secara adil dan sama 
bagi setiap orang. Dalam konteks bahasan tulisan ini berarti setiap orang diberi kesempatan untuk memperoleh tanah 
yang dibutuhkan. Bagi subyek reforma agraria khususnya perorangan dibuka kesempatan memperoleh tanah obyek 
reforma agraria. Jika ingin mewujudkan kesejahteraan dan kadilan di bidang pertanahan bagi rakyat, maka 
dimasukannya koperasi, perseroan terbatas, dan yayasan sebagai penerima tanah obyek reforma agraria dapat 
mengurangi harapan adil dan sejahtera bagi rakyat, karena koperasi, perseroan terbatas dan yayasan sebagai badan 
hukum sudah masuk dalam sumber ekonomi, tetapi rakyat miskin yang tidak mempunyai tanah jauh dari sumber 
ekonomi tersebut. 
 
V. SIMPULAN 
 
 Diberlakukannya Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria disambut baik karena dapat 
memberi harapan sejahtera dan adil bagi rakyat di bidang pertanahan. Harapan tersebut dapat berkurang, apabila 
diterapkan perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan sebagai penerima tanah obyek reforma agraria, mengingat 
jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi. Direkomendasikan pasca berlakunya Peraturan Presiden 
tersebut, pemerintah giat melaksanakan program pendaftaran tanah sistematik lengkap, dan redistribusi tanah, tetapi 
kegiatan tersebut perlu ditunjang dengan kegiatan penataan akses reform, sehingga rakyat mempunyai akses 
terhadap sumber ekonomi. Selain hal tersebut sebaiknya Peraturan Presiden tersebut direvisi dengan menghilangkan 
koperasi, perseroan terbatas dan yayasan sebagai penerima redistribusi tanah. 
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